PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat
(3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2013-2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan



10.

11.

12.

13.

14.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor S5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -

2014,



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun
2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam
Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun
2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 6 Seri
E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006
Nomor 19 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2008 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 10 Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri
E);



36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 1 Seri E};

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun
2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani
Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun
2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E };



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PAMEKASAN
dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten
Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah
daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode S (lima) tahun.



11. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satuj tahun.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

17. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB 11
RPJMD

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2013 - 2018 yang
merupakan landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dukungan pemerintah,
pemerintah provinsi dan partisipasi masyarakat

Pasal 4
(1) RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih dengan
berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan
kondisi lingkungan strategis di Daerah.
(2) RPJMD menjadi pedoman bagi :
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
b. SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD; dan
c. Seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu tahun 2013-2018.



Pasal 5
(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka
Pendanaan;

BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;

BABV : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;

BAB VI : Strategi Dan Arah Kebijakan;

BAB VII : Kebijjakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;

BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan;

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.

(2) Uraian secara rinci dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPUMD dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam bentuk RKPD
dan kebijakan pengalokasian anggaran.
(2) Kepala SKPD melaksanakan program RPJMD dalam bentukRenstra-SKPD.
(3) Pemerintah Desa melaksanakan program RPJMD dalambentuk RPJM Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai
RPJMD Tahun 2008-2013 dinyatakan masih berlaku sampai dengan
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2013 - 2018
menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan
Tahun 2018, dan diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah
RPJMD Tahun 2019-2023.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai
teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten

Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFHI

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal § Degenber 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

‘\ ’

B

ALW1/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2013 NOMOR 15



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu S tahun
mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa
Timur, serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018,
memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis
Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui musyawarah
rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pamekasan, serta mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013-2018, akan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan
pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku,
RKPD Tahun 2013 tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal ©

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup Jelas



